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Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa,
karena atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya LKjIP Diskominfos Kota Denpasar Tahun 2023 ini
dapat diselesaikan sebagai pemenuhan kewajiban pertanggungjawaban atas mandat yang
diterima, dan sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan pelaksanaan SAKIP di Indonesia, baik berupa Undang-Undang,
Instruksi Presiden maupun Peraturan Menteri. 

Tuntutan akan adanya peningkatan kinerja berarti tuntutan perubahan pola pikir dari
aparatur. Karena kinerja pemerintahan akan sangat sulit berubah apabila kita tidak mampu
melakukan transformasi sistem pemerintahan dari sistem yang birokratis kearah sistem yang
bertujuan untuk lebih mewirausahakan birokrasi pemerintah. Dalam bahasa yang lain,
transformasi sector pemerintahan berarti merubah fokus akuntabilitas dari orientasi kepada
masukan-masukan (inputs oriented Accountability), menjadi yang berorientasi kepada hasil
(Result Oriented Government). 

LKjIP Diskominfos Kota Denpasar ini tidak terlepas dengan kendala-kendala teknis yang
dihadapi. Namun demikian telah diupayakan seoptimal mungkin untuk mengatasi hal
tersebut dengan langkah-langkah antisipatif melalui koordinasi dengan instansi dan pihak
terkait. Mudah-mudahan LKjIP ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk
lebih memacu peningkatan kinerja aparatur pada Diskominfos Kota Denpasar pada tahun-
tahun berikutnya.

KATA PENGANTAR



IKHTISAR EKSEKUTIF
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dengan menyelenggaran 5 Program, 8 Kegiatan dan
23 Sub Kegiatan, Diskominfos Kota Denpasar, dengan
rata-rata tingkat capaian 95% dengan Kategori Baik. 

Sasaran Diskominfos Kota Denpasar

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Diskominfos
Kota Denpasar berupaya menyelenggarakan pemerintahan
dengan berprinsip pada tata kelola kepemerintahan yang baik
dan berorientasi kepada hasil (result oriented government)
sesuai dengan kewenangannya. Dengan melaksanakan 3
urusan yaitu: Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang
Statistik dan Bidang Persandian, Sasaran Diskominfos Kota
Denpasar adalah: 

1.Meningkatnya kematangan kebijakan SPBE 

2.Meningkatnya kematangan tata Kelola SPBE 

3.Meningkatnya kematangan manajemen SPBE 

4.Meningkatnya kematangan layanan SPBE 

Capaian SPBE

Pada tahun 2023 capaian Indeks Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota
Denpasar sebagai akumulasi pencapaian Keempat
sasaran Diskominfos Kota Denpasar adalah 3,8,
meningkat sebesar 0,12 dibandingkan capaian Tahun
2022 yang sebesar 3,68. 



BAB I
PENDAHULUAN



I.1 LATAR BELAKANG
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis
untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK terdiri dari dua aspek yaitu teknologi informasi dan teknologi
komunikasi. Teknologi Informasi adalah serangkaian tahapan penanganan informasi, yang meliputi penciptaan sumber-
sumber informasi, pemeliharaan saluran informasi, seleksi dan transmisi informasi, penerimaan informasi secara selektif
sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses
dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. TIK sudah terbukti mampu menyampaikan layanan
pemerintah kepada masyarakat dengan lebih cepat, transparan, akurat, dan akuntabel. Selain itu dengan adanya TIK,
interaksi antara Pemerintah dengan Masyarakat lebih baik dan lebih aktif. Hal ini merupakan fungsi TIK sebagai
pendorong dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan khususnya di Kota Denpasar yang lebih cepat, efisien, efektif,
transparan, dan akuntabel. 

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) yang mengatur tentang Tata Kelola, Manajemen SPBE, Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, Penyelenggara
SPBE, Percepatan SPBE dan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Dengan adanya Peraturan tentang SPBE, maka pemangku
kebijakan Pemerintah Kota Denpasar akan lebih terbantu untuk menciptakan program-program maupun kegiatan-
kegiatan publik lebih cepat dan tepat sasaran. Serta evaluasi dan monitoring mampu dilaksanakan secara transparan dan
cepat dengan bantuan peran aktif dari masyarakat. Implementasi TIK sebagai salah satu komponen penting dari e-
government Pemerintah Kota Denpasar wajib direncanakan dan dirancang dengan baik agar visi dan misi Pemerintah
Kota Denpasar bisa terwujud. Selain itu implementasi SPBE perlu diukur keberhasilannya berdasarkan sumber daya yang
dikeluarkan dan output serta dampak layanan yang dirasakan oleh masyarakat. Sebagai perwujudan pertanggung
jawaban keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka
disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Diskominfos Kota Denpasar Tahun 2023 sebagai perwujudan akuntabilitas
kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 



Penyusunan LKjIP Diskominfos Kota Denpasar Tahun 2023
didasarkan atas perundang- undangan yang berlaku, yaitu : 

UU Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar; 
UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; 
UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 
UU Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 –
2025; 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah; 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah; 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah; 
Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005 – 2025; 
Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah. 
Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan
JangkaMenengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026. 
Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 55
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja 
Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah 

I.2 DASAR HUKUM



Ruang lingkup LKjIP Diskominfos Kota Denpasar Tahun 2023 mengacu pada
Renstra Tahun 2021-2026 yang memuat misi Diskominfos Kota Denpasar yang
dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan
sasaran berupa kebijakan dan program. Sementara itu, kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2023 dituangkan ke dalam Renja
Doskominfos Kota Denpasar, untuk selanjutnya akan dilakukan evaluasi dan
analisis kinerja terhadap kegiatan-kegiatan dan sasaran-sasaran yang ditetapkan
setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2023.

Evaluasi dan Analisis Kinerja terhadap kinerja Diskominfos Kota Denpasar tahun
2023 dilakukan terhadap capaian kinerja Sasaran, Program dan kegiatan yang
telah ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja tersebut akan
diketahui keberhasilan Diskominfos Kota Denpasar dalam menjalankan tugas dan
kewenangan yang dimilikinya, sekaligus memperoleh gambaran strategi-strategi
apa yang harus dipersiapkan pada tahun-tahun mendatang dalam upaya
peningkatan kinerja, guna tercapainya sasaran dan tujuan, yang bermuara pada
terwujudnya Misi Diskominfos Kota Denpasar. 

I.3 RUANG LINGKUP



Adapun Isu Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar adalah : 

      Percepatan transformasi digital Pemerintah Daerah; 

      Serangan siber terhadap data dan informasi Pemerintah Daerah; 

      Privasi data dan informasi; 

      Keterbukaan informasi publik; 

      Penggunaan data statistik dalam penyusunan kebijakan.   

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Diskominfos Kota Denpasar mendapat
beberapa tantangan atau masalah yang harus dihadapi dalam meningkatkan pelayanan
publik. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam
proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan- tahapan yang
telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan
meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat
dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.
Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah
senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan.
Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya
merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis ini
adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan
pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang.
Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak
diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak
dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat
dalam jangka panjang.

I.4 ISU STRATEGIS



Mengacu pada Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Diskominfos Kota Denpasar adalah : Melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah
di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Diskominfos
Kota Denpasar mempunyai fungsi sebagai berikut : 

I.5 STRUKTUR ORGANISASI

Perumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika,
Statistik serta Persandian. 

Pelaksanaan pelayanan umum di bidang Komunikasi dan Informatika,
Statistik serta Persandian

KEPALA BIDANG
PENGELOLAAN INFORMASI
DAN KOMUNIKASI PUBLIK
COKORDA ISTRI SRI KRISTINADEWI,
SS.,M.Hum
NIP. 196903101989032014

KEPALA BIDANG STATISTIK
DEWA NGAKAN KETUT RAMA
SANJAYA, S.Kom.
NIP. 198404062009031006

KEPALA BIDANG TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI

I KETUT AGUS INDRA DIATMIKA, S.Kom
NIP. 198401072009031005

KEPALA BIDANG PERSANDIAN
SRI AYU SUTRISNA, S. Kom.,MT
NIP. 197403251998032006

SEKRETARIS
GDE WIRAKUSUMA WAHYUDI, S.Sos
NIP. 197402051999031010

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEUANGAN
NI WAYAN MARTINI, SE
NIP. 196903101989032014

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN

PELAKSANA
UPTD

KEPALA DINAS
Dr. IDA BAGUS ALIT ADHI MERTA., SSTP., M.Si
NIP. 197801281996121003



I.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Pendahuluan, menjelaskansecara ringkas latar belakang, Dasar Hukum, Ruang Lingkup, Isu
Strategik, Struktur Organisasi dan sistimatika LKjIP Tahun 2023. BAB I

Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan muatan rencana Diskominfos Kota
Denpasar untuk periode 2021-2026 dan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Diskominfos
Kota Denpasar Tahun 2023.

BAB II

Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi, Analisi dan evaluasi
kinerja yang dilakukan terhadap sasaran ataupun target yang telah ditetapkan serta realisasi
anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai
dengan dokumen Perjanjian Kinerja. 

BAB III

Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa
mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. BAB IV



BAB II
PERENCANAAN
DAN PERJANJIAN
KINERJA



Visi Wali Kota dan Wakil Walikota Kota Denpasar periode 2021-2026 yaitu: "Kota Kreatif
Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju". Untuk Diskominfos Kota Denpasar akan
menjalankan program berkaitan dengan sasaran mencapai misi Kota Denpasar pada
Misi IV “Unggul dalam kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pemanfaatan teknologi dan
inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana”. 

Dalam kebijakan pembangunan Kota Denpasar tidak bisa dilepaskan dari pemanfaatan
teknologi dalam pengembangan insfratruktur di Kota Denpasar, sasarannya dengan
mewujudkan kualitas prima Sumber Daya Manusia (SDM), membina daya saing daerah,
melaksanakan penghargaan pemerintah, dengan pemanfaatan teknologi informasi dan
inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana.

Tujuan Diskominfos Kota Denpasar yaitu ”Optimalnya Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE)”, dengan indikator Indeks SPBE sedangkan Sasaran Diskominfos Kota
Denpasar adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara
terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka
waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun sasaran yang menjadi dasar tujuan adalah: 

1.Meningkatnya kematangan kebijakan SPBE 
2.Meningkatnya kematangan tata Kelola SPBE 
3.Meningkatnya kematangan manajemen SPBE 
4.Meningkatnya kematangan layanan SPBE 

II.1 RENCANA STRATEGIS



Program Penunjang
Urusan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota

Program Informasi Dan
Komunikasi Publik

Program Aplikasi
Informatika 

Program
Penyelenggaraan
Statistik Sektoral 

Program
Penyelenggaraan
Persandian Untuk

Pengamanan Informasi 

II.2 PROGRAM KEGIATAN
DAN SUB KEGIATAN
Rencana program kegiatan Diskominfos Kota Denpasar mengacu pada Permendagri No. 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta
Keputusan Menteri Dalam Negeri 050- 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah yang dilaksanakan sebagai implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi yang telah
disampaikan pada bab sebelumnya. Rencana program kegiatan Diskominfos Kota Denpasar antara lain :



PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

1. Kegiatan Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan    
Tunjangan ASN 

2. Kegiatan Administrasi Umum
Perangkat Daerah

 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
 Sub Kegiatan Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD

3. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah 

 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan
dan Pajak Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin Lainnya

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
URUSAN

PEMERINTAHAN
BIDANG STATISTIK

URUSAN
PEMERINTAHAN

BIDANG PERSANDIAN

PROGRAM INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PUBLIK

KegiatanPengelolaanInformasi dan
Komunikasi Publik Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan
Teknis Bidang Informasi dan
Komunikasi Publik
Sub Kegiatan Pengelolaan Konten
dan Perencanaan Media Komunikasi
Publik
Sub Kegiatan Pengelolaan Media
Komunikasi Publik
Sub Kegiatan Pengelolaan Media
Elektronik
Sub Kegiatan Layanan Hubungan
Media
Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas
Sumber Daya Komunikasi Publik
Sub Kegiatan Penyelenggaraan
Hubungan Masyarakat, Media dan
Kemitraan Komunitas

PROGRAM APLIKASI
INFORMATIKA

1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang
telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem
Jaringan Intra Pemerintah Daerah

2. Kegiatan Pengelolaan e-government Di
Lingkup Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan
Rencana Induk dan Anggaran
Pemerintahan Berbasis Elektronik
Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi
dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis
Elektronik
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem
Penghubung Layanan Pemerintah
Sub Kegiatan Pengembangan dan
Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota
Cerdas dan Kota Cerdas
Sub Kegiatan Pengembangan dan
Pengelolaan Sumber Daya Teknologi
Informasi dan Komunikasi Pemerintah
Daerah 

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL

Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral
di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan
Diseminasi Data Statistik Sektoral
Sub Kegiatan Membangun Metadata
Statistik Sektoral

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PERSANDIAN UNTUK
PENGAMANAN INFORMASI 
Kegiatan Penyelenggaraan Persandian
untuk Pengamanan Informasi
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyediaan Layanan
Keamanan Informasi Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota 

URUSAN PEMERINTAHAN

DISKOMINFOS DENPASAR INDEKS SPBE

PROGRAM

KEGIATAN

SUB KEGIATAN

KEMATANGAN KEBIJAKAN SPBE3

5

8

23

KEMATANGAN TATA KELOLA SPBE

KEMATANGAN MANAJEMEN SPBE

KEMATANGAN LAYANAN SPBE



Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari
Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan Perangkat Daerah sebagai
penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan
indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan
kesepakatan antara Walikota sebagai pemberi amanah dan Pimpinan Perangkat
Daerah sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan
tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang
disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun
bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (OUTCOME) yang seharusnya terwujud
akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang
diperjanjikan juga mencakup OUTCOME yang dihasilkan dari kegiatan tahun-
tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.
Adapun Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja antara lain :

Sebagai wujud nyata komitmen antara Walikota dan pimpinan Perangkat
Daerah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja
aparatur 

1.

Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur 2.
Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi. 

3.

Sebagai dasar bagi Walikota untuk melakukan monitoring, evaluasi dan
supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan Perangkat Daerah. 

4.

Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. 5.

II.3 PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA 2023 PERJANJIAN KINERJA 2024



BAB III
AKUNTABILITAS
KINERJA



NO
INDIKATOR KINERJA

UTAMA
SATUAN

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1
Meningkatnya
kematangan kebijakan
SPBE 

Nilai Indeks
kebijakan

SPBE
3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00

2
Meningkatnya
kematangan tata Kelola
SPBE 

Nilai Indeks
tata Kelola

SPBE
3,30 3,45 3,60 3,75 3,90 4,05

3
Meningkatnya
kematangan manajemen
SPBE 

Nilai Indeks
manajemen

SPBE
2,18 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20

4
Meningkatnya
kematangan layanan SPBE 

Nilai Indeks
layanan SPBE

3,55 3,65 3,75 3,85 3,95 4,05

III.1 TARGET DAN ANALISIS TARGET RENSTRA 2021-2026
Sebagai acuan pengukuran akuntabilitas kinerja dari tahun ke tahun, digunakan target yang dicantumkan di dalam
Rencana Strategis (Renstra) Diskominfos Kota Denpasar Tahun 2021-2026 sebagaimana pada tabel berikut : 

TARGET

Dalam menentukan target Renstra digunakan formulasi
pencapaian nilai pembobotan masing- masing indikator yaitu : 

Nilai pembobotan domain 1 : Kebijakan Internal SPBE 1

Nilai pembobotan domain 2 : Tata Kelola SPBE 2

Nilai pembobotan domain 3 : Manajemen SPBE 3

Nilai pembobotan domain 4 : Layanan SPBE 4



NO SASARAN STRATEGIS IKU (SATUAN)
TARGET S.D

2023
REALISASI

2023

1
Meningkatnya
kematangan kebijakan
SPBE 

Nilai Indeks
kebijakan

SPBE
3,40 3,60

2
Meningkatnya
kematangan tata Kelola
SPBE 

Nilai Indeks
tata Kelola

SPBE
3,60 3,50

3
Meningkatnya
kematangan manajemen
SPBE 

Nilai Indeks
manajemen

SPBE
2,60 3,45

4
Meningkatnya
kematangan layanan
SPBE 

Nilai Indeks
layanan SPBE

3,75 4,14

III.2 CAPAIAN KINERJA
Dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja serta lebih
meningkatnya akuntabilitas Kinerja pemerintah, maka setiap
instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja
Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan
instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi
kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan.
sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh
dan menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi
tersebut. Sebagai langkah utama untuk menilai keberhasilan
pelaksanaan kinerja organisasi maka perlu dilaporkan
Indikator Kinerja yang paling utama (IKU). Capaian Indikator
Kinerja Utama diharapkan secara proporsional dapat
memberikan gambaran sejauh mana organisasi dapat
mencapai kinerjanya. 

Indikator Kinerja Utama senantiasa direview seiring dengan
dinamika yang berkembang di masyarakat sehingga tujuan
organisasi dapat dicapai secara maksimal. Adapun IKU
Diskominfos Kota Denpasar dapat dilihat pada tabel berikut :

PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA SASARAN STRATEGIS
“KEMATANGAN TATA KELOLA SPBE”

Pemerintah kota denpasar sudah menetapkan kebijakan internal yang mengatur terkait Tingkat kematangan kebijakan
internal penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/pemerintahan daerah dimana tidak ditemukan adanya
kebijakan yang mengatur secara komprehensif atau bukti dukung yang disampaikan

1

Belum memiliki perencanaan yang mengatur terkait Tingkat kematangan rencana dana anggaran SBPE dimana tidak
ditemukan adanya perencanaan sesuai bukti dukung yang disampaikan.2

PENJABARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

KOTA DENPASAR TAHUN 2023 



III.3 ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Pada Bagian ini akan dijelaskan perhitungan capaian
kinerja, formulasi. Penghitungan capaian Kinerja,
berikut dengan analisis kinerja dari setiap indikator
sasaran. Penjelasan ini dimaksudkan untuk
memberikan gambaran akan data serta menunjukkan
validitas data kinerja dalam pencapaian capaian
kinerja. Sebagaimana penjabaran Indikator Kinerja
Utama (IKU) Diskominfos tersebut di atas maka dalam
hal ini dapat disampaikan Capaian Indikator Kinerja
Utama Diskominfos Kota Denpasar : 



NILAI DOMAIN 

INDEKS SPBE - PEMERINTAH KOTA DENPASAR

INDEKS SPBE TAHUN 2023 3,80
(SANGAT BAIK)

Domain Kebijakan SPBE 3,60

Domain Tata Kelola SPBE 3,50

Domain Manajemen SPBE 3,45

Domain Layanan SPBE 4,14



Secara prinsip, dengan adanya
implementasi kebijakan internal,
tata kelola, manajemen dan layanan
SPBE akan mendorong
peningkatan penerapan SPBE pada
Pemerintah kota denpasar. Adapun
dari hasil evaluasi SPBE yang
dilakukan terhadap Pemerintah
kota denpasar, sudah dapat
menggambarkan Predikat SANGAT
BAIK dalam penerapan SPBE,
sebagaimana terdapat beberapa
keunggulan dan kelemahan. 

KEUNGGULAN
Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Denpasar
antara lain adalah pada aspek Kebijakan Internal Terkait Tata Kelola SPBE,
Teknologi Informasi Dan Komunikasi, Layanan Administrasi Pemerintahan
Berbasis Elektronik dan Layanan Publik Berbasis Elektronik. Keunggulan ini
terlihat dari adanya penerapan Kebijakan Internal Terkait Tata Kelola SPBE
yang umumnya sudah di review dan dievaluasi, kemudian pada aspek
Teknologi Informasi Dan Komunikasi yang umumnya sudah di review dan
evaluasi, kemudian pada aspek Layanan Administrasi Pemerintahan
Berbasis Elektronik terlihat pada penggunaan aplikasi berbagi pakai dan
adanya integrasi antar aplikasi dengan aplikasi umum berbagi pakai
lainnya pada bidang perencanaan, penganggaran, pengadaan barang
dan jasa melalui penerapan SIPD, dan kearsipan melalui SRIKANDI sehingga
secara administratif dapat terinventarisasi dan terdokumentasi secara
baik. Begitu pula pada aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik terlihat
dengan adanya penggunaan aplikasi SPAN-LAPOR dan JDIH yang juga
merupakan aplikasi berbagi pakai yang sudah terintegrasi dengan aplikasi
berbagi pakai lainnya.

KELEMAHAN

APRESIASI / SARAN PERBAIKAN

ANALISIS KEUNGGULAN DAN
KELEMAHAN PENERAPAN
SPBE DI KOTA DENPASAR

Namun disisi lain, walaupun tidak ditemukan kelemahan pada Pemerintah
kota denpasar namun diharapkan Pemerintah Kota Denpasar dapat
meningkatkan tingkat kematangan pada aspek Perencanaan strategis
SPBE, Penyelengara SPBE, Penerapan manajemen SPBE dan Audit TIK untuk
dapat mencapai pada level tertinggi. 

Pada aspek Perencanaan strategis SPBE, Penyelengara SPBE, Penerapan
manajemen SPBE dan Audit TIK perlu untuk ditingkatkan untuk menjawab
kebutuhan Pemerintah Kota Denpasar. 



Urusan Wajib Komunikasi, Informatika, Statistik
dan Persandian yang dilaksanakan oleh
Diskominfos Kota Denpasar diwujudkan melalui 5
program dan 8 kegiatan dengan 23 Sub Kegiatan.
Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung
jawab dari masing - masing perangkat daerah
sesuai dengan penyelenggaraan urusan wajib
dialokasikan :

III.4 ANALISIS CAPAIAN KINERJA
TAHUN 2023

ANGGARAN

REALISASI

14.996.633.887

12.877.736.917 (95%)

RUPIAH

RUPIAH











5

Layanan Informasi Publik
berupa Permohonan

Informasi dan Pengaduan

STANDAR
PELAYANAN PUBLIK

DINAS
KOMINFOS
KOTA
DENPASAR

SK KADIS KOMINFOS NO.  188.4/342/DKIS/2023

Layanan Publikasi melalui
Website, Media Sosial dan

Radio

Layanan TIK berupa
Jaringan dan Internet,

Server, Video Conference,
Sound System 

Layanan Data Statistik
Sektoral

Layanan Penggunaan
Sertifikat Elektronik

Individu



SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

NILAI SKM

TRIWULAN II TAHUN 2023
Diskominfos Denpasar

89.43
SANGAT BAIK

Pengaduan

Perilaku

Sapras

Persyaratan

Kompetensi

Prosedur

Tarif

Produk

Jangak Waktu

3,898

3,623

3,555

3,547

3,542

3,538

3,538

3,496

3,492

SURVEI ATAS 5 (LIMA)
JENIS LAYANAN

1

2

3

4

5

Layanan Informasi Publik berupa Permohonan Informasi dan Pengaduan

Layanan Publikasi melalui Website, Media Sosial dan Radio

Layanan TIK berupa Jaringan dan Internet, Server, Video Conference, Sound System

Layanan Data Statistik Sektoral

Layanan Penggunaan Sertifikat Elektronik Individu

236
RESPONDEN







































INOVASI

Aplikasi DPS Gen TIK RADITYA Open Data
Keren

IDENTIK
Pembaharuan aplikasi
Mobile PRO Denpasar+,
dengan konsep “demi
denpasar - denpasar
satu”, menyatukan

seluruh aplikasi mobile
yang sudah dimiliki oleh
Pemkot Denpasar serta

menambahkan fitur yang
mampu mempermudah

respon cepat dan
tanggap aparatur

pemerintah terhadap
pengaduan online

masyarakat.

Agen Teknologi Informasi
dan Komunikasi menuju

percepatan
Implementasi Asas SPBE

pada Pemerintah Kota
Denpasar, serta untuk

mewujudkan Asas SPBE
sesuai dengan Peraturan

Walikota Denpasar
Nomor 28 Tahun 2021

tentang
Penyelenggaraan Sistem
Pemerintahan Berbasis

Elektronik di Lingkungan
Pemerintah Daerah.

Radio Inklusi Menuju
Denpasar Maju dan Jaya

(Raditya) memberdayakan
para penyandang disabilitas

sebagai penyiar khusus,
memberikan ruang bagi para

lansia menyalurkan hobi
melalui segmen Gita Sancaya

serta bekerjasama dengan
kelompok KISARA (Kita
Sayang Remaja) untuk

mengedukasi remaja perihal
seksualitas dan juga

permasalahan remaja lainnya.

Tata Kelola
Penyelenggaraan Data
dan Metadata Statistik

Sektoral di Kota
Denpasar berbasis

KEREN (Kolaboratif,
Efektif, Responsif, Efisien

dan Normatif)

Sistem Informasi dengan
Tanda Tangan Elektronik
yang dikembangkan oleh

Diskominfos Kota
Denpasar untuk

memudahkan proses
penandatanganan

dokumen oleh pimpinan
untuk bisa dilakukan

dengan cepat, kapan dan
dimana saja.ngan

Elektronik



Mukernas Persatuan Radio Televisi Publik
Daerah Seluruh Indonesia (Indonesia
Persada ID) ke-5 Tahun 2023 dibuka
secara resmi Ketua Umum Indonesia
Persada ID, Ganjar Pranowo di Prama
Sanur Beach Hotel, Denpasar, Rabu (1/11).
Mukernas yang dihadiri pengelola radio
dan televisi daerah ini mengangkat tema
“Radio Senantiasa Ada”. 

Denpasar Ditunjuk Menjadi 
Tuan Rumah Mukernas Dan IP Award 2023

HOST SEMINAR NASIONAL

Berdasarkan Surat Permohonan No 0661/PERSADA.IDN/VIII/2023

31 Okt - 1 Nop 2023
di Prama Sanur Beach
Hotel, Denpasar

Pada tanggal 24 Juni 2024, Kota Denpasar ditunjuk sebagai Host
Evaluasi Smart City atau Kota Cerdas Seluruh Indonesia yang
dilaksanakan oleh Kementerian Kominfo Republik Indonesia.



PENGHARGAAN 2023

PENGHARGAAN TOP LEADER ON DIGITAL
IMPLEMENTATION UNTUK WALI KOTA DENPASAR
(ITWORKS TOP IT AWARD)

PENGHARGAAN RADIO INKLUSI MENUJU KOTA
DENPASAR MAJU DAN JAYA (RADITYA) - TOP 45
INOVASI TERPUJI  KIPP AWARD

RPKD 92.6 FM KOTA DENPASAR MENJADI TERBAIK I
KATEGORI RADIO HOST TERBAIK DALAM AJANG
PERSADA ID AWARD 2023

ANUGERAH KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
TAHUN 2023 SEBAGAI BADAN PUBLIK
TERINFORMATIF

INOVASI PELAYANAN PUBLIK “DPS (DENPASAR
PRAMA SEWAKA)” MERAIH JUARA 2 DALAM AJANG
KIPRAH KOTA DENPASAR TAHUN 2023.

PENGHARGAAN DIGITAL GOVERNMENT AWARD
KATEGORI PENGUATAN KEBIJAKAN SPBE



BAB IV
PENUTUP



N
O

SASARAN STRATEGIS IKU (SATUAN)
TARGET
S.D 2023

REALISA
SI 2023

1
Meningkatnya kematangan
kebijakan SPBE 

Nilai Indeks
kebijakan SPBE

3,40 3,60

2
Meningkatnya kematangan
tata Kelola SPBE 

Nilai Indeks tata
Kelola SPBE

3,60 3,50

3
Meningkatnya kematangan
manajemen SPBE 

Nilai Indeks
manajemen SPBE

2,60 3,45

4
Meningkatnya kematangan
layanan SPBE 

Nilai Indeks
layanan SPBE

3,75 4,14

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) selain menjadi media atau alat komunikasi pertanggungjawaban berfungsi pula sebagai sarana
peningkatan kinerja instansi Pemerintah. Sebagai bahan pertanggungjawaban LKjIP juga dapat digunakan sebagai sarana introspeksi diri bagi
Diskominfos Kota Denpasar. LKjIP juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan
rencana di masa mendatang oleh pimpinan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa mendatang. 

Diskominfos Kota Denpasar dapat dikategorikan sebagai instansi yang berhasil dalam pencapaian kinerjanya. Hal tersebut dapat diukur dari
Hasil Kinerja Diskominfos mengembangkan terobosan yang bersifat Inovasi yang terkait dengan informasi dan Komunikasi dengan pencapaian
sasaran yang diukur dari beberapa Indikator Kinerja Utama antara lain : 

IV.1 SIMPULAN

Sedangkan kalau ditinjau dari Program dan Kegiatan yang
dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 penyelenggaraan urusan
wajib dialokasikan anggaran sebesar Rp. 14.996.633.887,- dengan
realisasi Rp. 12.877.736.917,- penyerapan anggaran mencapai 95%.
Kedepannya Diskominfos Kota Denpasar akan berupaya untuk
meningkatkan Kinerja sehingga dapat mencapai target yang
diharapkan. 



Upaya yang dilakukan agar meningkatkan kinerja Diskominfos Kota Denpasar adalah
sebagai berikut : 

Berlandaskan spirit Vasudhaiva Kutumbhakam untuk itu diharapkan optimalisasi
penggunaan bandwidth yang disediakan Diskominfos untuk mendukung kebutuhan
internet di Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Denpasar

1.

Selaras dengan kebijakan pemerintah pusat maka diharapkan adanya konsolidasi dan
integrasi aplikasi pelayanan publik di Pemerintah Kota Denpasar

2.

Mendorong kolaborasi antara Bagian Prokompin, Perangkat Daerah,  dengan
Diskominfos dalam hal komunikasi dan informasi publik menggunakan media media
yang ada (elektronik, konvensional dan digital) termasuk komunitas informasi
masyarakat

3.

Untuk mewujudkan keamanan informasi dan data diharapkan adanya sinergitas dan
kolaborasi antara Diskominfos dengan Perangkat Daerah

4.

Kolaborasi juga diharapkan dapat terjalin antara Perangkat Daerah selaku Produsen Data
dengan Diskominfos selaku Walidata untuk membangun Denpasar Satu Data menuju
Satu Data Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas data statistik sektoral.

5.

IV.2 SARAN



Terima Kasih

Diskominfos Denpasar

kominfostatistik.denpasarkota.go.id kominfosdenpasar

https://www.kominfostatistik.denpasarkota.go.id/

